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Ringkasan Eksekutif

Industri sawit Indonesia menghadapi banyak
tantangan domestik dan global. Di segi ekonomi,
pertumbuhan lahan sawit tidak sejalan dengan
kesejahteraan ekonomi daerah penghasil. Industri
sawit juga terdeteksi berdampak buruk pada
lingkungan dan sosial. Sementara regulasi global,
seperti EUDR (The European Union on Deforestation-
free Regulation) di Eropa, mendorong penerapan
sertifikasi keberlanjutan. Namun, capaian legalitas
dan berbagai sertifikasi berkelanjutan di Indonesia
masih rendah. Di sisi perekonomian negara,
Pemerintah terindikasi kehilangan potensi pajak dari
industri sawit hingga triliunan rupiah, sementara
kebijakan seperti pemutihan lahan dan sistem
perizinan masih sarat praktik korupsi. Konteks
terbaru, rencana biodiesel B35 hingga B50 diduga
akan membutuhkan perluasan lahan sawit, yang
berpotensi meningkatkan deforestasi.

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan

Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan Izin Dan
Evaluasi Perkebunan Sawit yang bertujuan untuk
meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan dan
melestarikan lingkungan. Kebijakan ini bertujuan
mengurangi deforestasi, kebakaran hutan, dan emisi
karbon, sembari diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas sawit tanpa ekspansi lahan. Sayangnya,
kebijakan ini tidak dilanjutkan kembali pasca
berakhir pada 2021.

Kajian dengan perspektif
Ekonomi menunjukkan bahwa
penghentian pemberian izin
sawit disertai replanting akan
memberikan dampak ekonomi
/ yang lebih baik dalam jangka
/ panjang, termasuk pada PDB,
pendapatan, penerimaan pajak,
dan tenaga kerja. Moratorium
disertai replanting diproyeksikan
menghasilkan output ekonomi
hingga Rp27,3 triliun pada 2045,
lebih baik dibandingkan non-
moratorium yang menurunkan
output. Pendapatan masyarakat

: .»Zﬂ‘:\f': 5 ' 't dandunia usaha juga lebih positif
:"‘,'f.e,',': - dengan moratorium, terutama
L e 4 Yrjika replanting diterapkan.

Sementara itu, meskipun ekspor sawit mungkin
turun, moratorium akan meningkatkan daya saing di
pasar internasional yang peduli lingkungan.

Sementara kajian dengan perspektif Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
yang dikembangkan dengan permodelan di pulau
Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara,
Sulawesi, Maluku, dan Papua, menyimpulkan bahwa
angka ambang batas atas (cap) sawit di Indonesia
adalah sebesar 18.148.602,96 ha atau 18,15 juta hektar.
Banyak lahan sawit eksisting berada di lokasi yang
tidak sesuai peruntukan, termasuk hutan non-
lindung, lahan pertanian basah, dan kering. Pulau
Sumatera dan Kalimantan mengalami surplus lahan
sawit, sementara Jawa, Sulawesi, Papua, dan Maluku
mengalami defisit. Pengembangan sawit tidak bisa
lagi dilakukan di semua pulau karena banyak wilayah
telah melampaui kapasitas daya dukung lingkungan,
terutama di area yang rentan secara ekologi.

Berdasarkan temuan dan analisis ekonomi dan
lingkungan, maka masyarakat sipil mendorong
dikeluarkannya kebijakan untuk mendukung
perbaikan tata kelola, pengonsolidasian data,
peningkatan produktivitas, dan secara umum
meningkatkan dampak ekonomi dari industri sawit.
Skenario moratorium dan replanting yang dilakukan
bersamaan akan memberikan output terhadap PDB
sebesar Rp30,5 triliun dan menyerap 827 ribu orang
tenaga kerja selama periode estimasi. Sementara
skenario ekspansi sawit tanpa moratorium
menghasilkan output PDB negatif Rp30,4 triliun
dan hanya mampu menciptakan 268 ribu tenaga
kerja pada periode yang sama. Masyarakat sipil
mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden
yang disertai kebijakan dari Kementerian terkait
guna menghentikan pemberian izin baru bagi
kebun sawit. Langkah ini penting untuk dampak
ekonomi yang lebih baik dari sektor sawit dengan
tanpa mengabaikan kondisi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup. Selain itu, kebijakan
tersebut diharapkan dapat meningkatkan tata
kelola sawit yang lebih berkelanjutan, memastikan
keberlanjutan ekonomi nasional maupun daerah,
dan mendukung komitmen Indonesia dalam
menurunkan emisi karbon.
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Executive Summary

Indonesia’s palm oil industry faces numerous
domestic and global challenges. From an

economic perspective, the expansion of palm oil
plantations does not align with the welfare of the
producing regions. The industry is often linked to
environmental degradation and various social issues.
Global regulations, such as the European Union's
Deforestation-free Regulation (EUDR), emphasize
the need for sustainability certifications. However,
Indonesia’s legal achievements and sustainable
certifications remain low. From the government'’s
economic perspective, officials have reported a loss
of trillions of rupiah in potential tax revenue from the
palm oil sector. Furthermore, policies like legalizing
illegal land use and licensing systems are plagued
by corruption. Recently, the planned increase in
biodiesel content from B35 to B50 is expected to
drive more palm oil plantation expansion, potentially
leading to more significant deforestation.

In 2018, the government issued Presidential
Instruction No. 8/2018 on the Postponement of
Permits and Evaluation of Palm Oil Plantations to
enhance sustainable governance and preserve the
environment. The policy aims to reduce deforestation,
forest fires, and carbon emissions and is expected

to increase palm oil productivity without expanding

™ plantation areas. Regrettably, this
i policy expired in 2021 and was not

= renewed.

From an economic perspective, the
study shows that a moratorium on
palm oil licenses and replanting will

/" yield better long-term economic
14 outcomes, including increases
- in GDP, income, tax revenue, and

employment. By 2045, these efforts
are projected to generate economic
output of up to IDR 27.3 trillion—
higher than the scenario without a

‘ moratorium, where output is expected
p 2 to decline. Further, commmunity and

Vo T x business incomes are expected
4 ot to be significantly higher if

‘:1 2 Vo Ve \replanting is incorporated

under a moratorium. Although palm oil exports may
temporarily decline, the moratorium is expected to
improve Indonesia’s competitiveness in international
markets, especially regarding environmental
concerns.

Meanwhile, a study assessing carrying capacity

and environmental capacity through modeling on
the islands of Sumatra, Kalimantan, Java, Bali Nusa
Tenggara, Sulawesi, Maluku, and Papua concluded
that the upper threshold for oil palm plantations in
Indonesia is 18,148,602.96 hectares or approximately
18.15 million hectares. Many existing oil palm
plantations are in inappropriate areas, including
non-protected forests and wet and dry agricultural
lands. Sumatra and Kalimantan have a surplus of oil
palm plantations, while Java, Sulawesi, Papua, and
Maluku face a deficit. Palm oil development can no
longer proceed on all islands, as many regions have
surpassed their environmental carrying capacity,
particularly in ecologically vulnerable areas.

Based on economic and environmental findings
and analyses, civil society is urging the issuance

of policies that improve governance, consolidate
data, increase productivity, and generally enhance
the economic impact of the palm oil industry.
Simultaneously implementing a moratorium and
replanting scenario is projected to generate a GDP
output of IDR 30.5 trillion and create 827 thousand
jobs during the estimation period. In contrast, the
palm oil expansion scenario without a moratorium
is expected to result in a negative GDP output of
IDR 30.4 trillion, generating only 268 thousand jobs
over the same period. The civil society is advocating
for a Presidential Regulation that includes policies
from relevant ministries to halt the issuance of new
licenses for oil palm plantations. This measure would
help maximize economic benefits from the palm oil
sector while respecting environmental and carrying
capacities. Additionally, the policy aims to strengthen
sustainable palm oil governance, safeguard national
and regional economic sustainability, and support
Indonesia’'s commitment to reducing carbon
emissions.



